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PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

s

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

c. bahwa ...




Mengingat

o

N

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesig
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahiun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kecuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Reuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor S165);

19 Peraturan ..,




Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana

Operasional;

25. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1744)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
198);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

30, Peraturan ...




Menetapkan

(1)

(2)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomeor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomeor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016,
berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca,

<

Laporan Operasional,

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal ...




Pasal 2
Laporan realic- 1 117~ Ly
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

Pendapatan Rp. 5.685.213.859.929,00
b. Belanja dan trans‘er Rp. 5.830.413.719.644,00

Surplus/Defisit Rp. (145.199.859.715,00)
¢. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 994.140.890.638,00

- Pengeluaran Rp. 316.812.038.234,00

Pembiayaan neto Rp. 677.328.852.404,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 532.128.992.689,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 998.915.757.455,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima PuluhLima Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 6.684.129.617.384,00
b. Realisasi Rp. 5.685.213.859.929,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (998.915.757.455,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp. 1.530.434.749.378,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja dan transfer
setelah Perubahan Rp. 7.360.848.469.022,00
b. Realisasi Rp. 5.830.413.719.644,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (1.530.434.749.378,00)

(3) Selisih ...




(3)

Q)

(5)

Selisih anggaran dengan realisasi nurpl\.ll/(dl‘
Rp. 531.518.991,023,00 (Lima Ratus Tiga Puluh
Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus
Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga
dengan rincian sebagai berikut:
A, Surplus/defisit setelah
Perubahan Rp.  (676.,718.851.6
b Realisasi Rp.  (145.100,856.718,
Selisih Lebih/(Kurang) Rp.

a.  Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rp.
b. Realisasi Rp.  994.140.890.638,
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 610.000.766,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh
Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:
a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 317.422.039.000,00
b. Realisasi Rp. 316.812.038.234,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 610.000.766,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

~ Rp. 610.000.766,00 (Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus

Em.m Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
4 Anggaran Pembiayaan neto

Rp. 676.718.851.638,00
Rp. 677.328.852.404,00
610.000.766,00
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Pasal 4

Laporan p Saldo Angg:

erubahan wran Lebih sebagaimana

dalam p ayvat (1) huruf b, per 31 Desember 2016 s

asal )
sebagai berikut
a Sal

do Anggaran Lebih Awal Rp.
b.

Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

Sisa Lebih/

994.140.890.638,0

(2]

(Rp. 994.140.890.638,00}
Kurang Pembiayaan :

Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp.

532.128.992.689,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.

§32.128.992.

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huru
31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 24.020.098.774.435,70

b. Jumlah Kewajiban Rp. 157.874.797.725,30
Rp. 23.862.223.976.710,40

€. Jumlah Ekuitas

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat
(1) huruf d, untuk tahun vang berakhir sampai dengan 31
Desember 2016, adalah sebagai berikut:
‘a. Pendapatan-LO Rp. 6.084.667.305.068,03
b. Beban (Rp. 5.184.350.502.022,53)
Surplus/ (Defisit) Kegiatan
Operasional Rp. 900.316.803.045,50

Surplus dari Kegiatan Non
 Operasional Rp. 13.585.858.821,07
Pos Luar Biasa (Rp. 21.746.900,00)
, /(Defisit) LO Rp.  913.880.914.966,57

Pasal 7
ia;c‘baga.imana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
n berakhir sampai dengan 31 Desember




il

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2016
b. Arus kas bersih dari aktivitas
operasi Rp.
€. Arus kas bersih dari aktivitas
investasi nonkeuangan Rp. (1.570.833.823.
d. Arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan Rp.
€. Arus kas bersih dari aktivitas non
anggaran
i f. Saldo kas akhir per 31 Desember
2016

Pasal 8

9 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dim:

ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai di

Desember 2016 adalah sebagai berikut: L
Ekuitas Awal Rp. 23.149.676.966.833,00
b. Surplus/(Defisit) LO Rp. 913.880.914.966,3’7
c. Dampak Kumulatif Perubahan ‘.
Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp. (201.333.905.08.9,22)‘
d. Ekuitas Akhir Rp. 23.862.223.976.710,40

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif

- maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

ahun Anggaran 2016.
h Daerah dalam meninda
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Pawsal 11

Pertans pungiawaban  Pelaksanaan Aﬂ“ﬂl’.n e L8}

| Bel
.

o4 \F
| ia Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

a Lampiran 1

Laporan Realisasi Anggaran

1 Lampiran L1 : Ringkasan laporan realisasi ang

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

pemerintahan  daerah,

program dan kegiatan;

mpiran [.4 : Rekapitulasi  realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan

pemerintahan  daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan

Keuangan negara;

b. Lampiran Il ¢ Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
¢. Lampiran llI . Laporan Operasional;

d. LampiranlIV ¢ Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI ¢ Laporan Arus Kas;

 Lampiran VII ¢ Catatan atas Laporan Keuangan;

mpiran VIII ¢ Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
ha



K Lampn

1 Lampu

m. Lampir

n Lampn

Lampu

Lampir

Lampir

Lampin
t

Lampir:

an Xl

an Xli

an NIt
an X1V

an XV
in XVI
an XVII
in XVIII
in XIX

Daltar  Penyertaan Modal  (Investasi)
Daecral;

Daltnr Rekapitulas Realisasi
Penambahan  dan Pengurangan Aset
Tetap Dacrakh;

Daltar Relapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulas: Konstruksi Dalam
Pekerjaan:

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah,

Daltar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka™ Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 12

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,

Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Ikhtisar

Japoran keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran

IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIl dan Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal ...




Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2017

WALI KOTA BANDUNG,
16IRD),

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 7 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

JH D),

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(6/184/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA §Exb\(ﬁm DAERAH KOTA BANDUNG,

— T

{
Bl

/A4 \ZA
\\\m\\ e
W& H. BANBANG SUHARI, SH.
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